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PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Skg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai talak antara:

. < pat tanggal lahir Belawa, 25 Nopember 1975, agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat
kediaman di Dusun Paopance, Desa Leppangeng,
Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Melawan

I . -t tanggal lahir Alausal, 31 Desember 1996,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada,
bertempat kediaman di Lingkungan Alau Salo, Kelurahan
Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo,
sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10
Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor
2019/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di
Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo
pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0066/022/V/2017 tanggal 26 mei 2017, yang dikeluarkan oleh
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini
diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih dan pernah hidup bersama,
selama 6 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama membina rumah tangga di Dusun Paopance, Desa Leppangeng,
Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Pemohon, selama
kurang lebih 6 bulan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak
dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Nopember 2017 disebabkan karena, Termohon
tidak tahan tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya
Pemohon juga tidak tahan tinggal di rumah orang tua Termohon karena,
pekerjaan Pemohon berada di kampung Pemohon, dan Pemohon pernah
mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon
namun, Termohon tidak mau sehingga Pemohon pergi;tak terima terhadap
nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan
seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;

5. Bahwa akibat tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Nopember tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama
kurang lebih 1 tahun 1 bulan karena Pemohon yang telah pergi
meninggalkan Termohon;

6. Bahwa selama Pemohon denganTermohon berpisah tempat tinggal tersebut,
selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan
komunikasi telah terputu;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah
berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon denganTermohon, namun
usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan
yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;
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Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas
serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon
mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama
Sengkang cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon | N untuk menjatuhkan
talak satu raj'i kepada Termohon Muna Safitri binti La Kecca, di depan
sidang Pengadilan Agama Sengkang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan
patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
hadir sendiri dipersidangan sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi
tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat
didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:
0066/022/V/2017 tanggal 26 mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo,
Kabupaten Wajo, dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah
di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P,;

B. Saksi-saksi:
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1. . ur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat
tinggal di Desa Lempangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten WAjo, dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan,

yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa istri Pemohon bernama Muna Safiti

¢ Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan
terakhir di rumah orang tua Termohon;

e Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 bulan namun
belum dikaruniai anak;

e Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November
2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak
harmonis, karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua
Pemohon, Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang Termohon
karena pekerjaan Pemohon dikampung;

e Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi melihat sendiri keadaan Pemohon
dan Termohon;

e Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

e Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2017 sudah sekitar 1 tahun lebih;

e Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;

2. . 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat

tinggal di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa istri Pemohon bernama Muna Safiti

e Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan
terakhir di rumah orang tua Termohon;

e Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 bulan namun
belum dikaruniai anak;

e Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November

2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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e Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak
harmonis, karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua
Pemohon, Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang Termohon
karena pekerjaan Pemohon dikampung;

e Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi melihat sendiri;

e Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

e Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2017 sudah sekitar 1 tahun lebih;

e Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak
tahan dengan sikap Termohon;

e Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan
menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk
berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
hadir sendiri sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya
menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan
maksud pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal
131 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil

didamaikan;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (legal
standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
0066/022/V/2017 tanggal 26 mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten
Wajo, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos,
juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat
dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa
Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal
23 April 1995 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian
keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak
dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya :

1. Bahwa sejak bulan November 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang
disebabkan Termohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua Pemohon,
begitu pula sebaliknya pemohon juga tidak tahan tinggal dirumah orang tua
Termohon, karena pekerjaan Pemohon berada dikampung Pemohon,
Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon walaupun
Pemohon telaah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada

Termohon;
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2. Bahwa pemohon telah berpisah sejak bulan November tahun 2017 hingga
sekarang sudah 1 tahun 1 bulan, karena Pemohon yang pergi
meninggalkan Termohon;

3. Bahwa selama pisah berpisah sudah tidak saling memperdulikan dan
komunikasi telah terputus;

4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon,
Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir
dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya Pemohon
mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang
merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan
perkawinan pada tanggal 26 Mei 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa
Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal
26 Mei 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian
keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Hasan bin Hatta), sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon
angka 4,5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan
relevan dengan dali-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon ( Sade bin Gennu), sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4,5, 6
dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan
dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian
antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309
R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Permohon Bukti P. dan
kesaksian saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 26 Mei
2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
dalam satu rumah tangga sekitar 6 bulan namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak bulan November 2017 rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon
dengan Termohon dan telah pisah 1 tahun 1 bulan;

4, Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon adalah karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua
Pemohon dan Pemohon tidak bisa juga tinggal di rumah orang tua
Pemohon karena pekerjaan Pemohon di kampung;
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5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal,
karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah
berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan
bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi
dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena masing-,masing tidak bisa tinggal di
rumah orang tua masing-masing, sementara pengadilan maupun pihak
keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang
demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah pecah (Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin
untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt), dengan demikian Pemohon
dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana
dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yang sudah mencapai 1
tahun 1 bulan tanpa komunikasi lagi, maka kedua belah pihak akan semakin
sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang
diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan
hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-
mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama
lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan
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Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga
Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar
dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan
tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu
pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan
kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang
tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa mendatang (Vide
Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana
terurai diatasmajelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk
memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi
(00000 DOO0BROoo DR00O00ooD LODODD DOOD DODRODO DODODDD O0DOO

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Kaidah fighiyah yang berbunyi:
alboo] Lloudsordoswlaalls >
Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan®.
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkadung dalam:
Firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :
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Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan
kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas
(karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai
pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut

Ahkam al-Qur’an juz Il halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

oJ oA Wl 548 i o8 palesall P> o (S (A o0 e
Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia
termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasl 149 huruf (b) dan Pasal 152
Kompilasi Hukum Islam, secara ex offisio Majelis Hakim menghukum Pemohon
untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon dengan syarat Termohon
tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tidak mau ikut tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon dimana Pemohon tempat bekerja adalah
suatu tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai tindakan nusyuz, sehingga
haknya sebagai bekas istri dari Pemohon harus dinyatakan gugur dan
sebaliknya membebaskan Pemohon dari kewajibannya sebagai bekas suami,
demikian maksud pasal 149 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,
sehingga Pemohon tidak dapat dibebami untuk memberikan dan hilang hak
mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999
nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih,
cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu
pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,
hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu
perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin

cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan
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berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat
menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap
Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang
penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam
titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek

3. Memberi izin kepada Pemohon ([ [ | | ) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (GGG i dcpan

sidang Pengadilan Agama sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 M,
bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal yang diucapkan dalam sidang
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terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  Dra. Hj. Sitti Husnhaenah
sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Salmah ZR dan Drs. Nurmaali
masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag
sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis
Hakim Anggota I,
Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Dra. Salmah ZR

Hakim Anggota Il

Panitera Pengganti,

Drs. Nurmaali

Hj. Fitriani, S.Ag
Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan................ccccoeeuenes Rp  30.000,-
2. Biaya Proses..........cccoeiiiiiii s Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan ...........ccccceeeiiiiinnnnn, Rp. 400.000,-.
4., RedaKSi.....ccccoeiiiieiiiiiiiiiiecee Rp. 5.000,-
5. Meterai....cccccouvuieeiiiiiiiiiiiieeceeeen Rp. 6.000.-
Jumlah Rp. 491.000,-

( empat ratus sembilan pulu satu ribu rupiah);
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